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PUTUSAN
Nomor 0234/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:
Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga,
pendidikan terakhir SMK, tempat tinggal di Kabupaten
Bangka, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan
terakhir SMA, tempat tinggal di Kabupaten Bangka,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19
Maret 2018 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang kemudian terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor
0234/Pdt.G/2018/PA.Sglt. tanggal 19 Maret 2018, dengan dalil-dalil
sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Cq. Majelis Hakim memeriksa
dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
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Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang pertama, Penggugat
dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, lalu
Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun
kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Majelis
Hakim telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang efek
negatif dari perceraian tersebut, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun upaya damai dari majelis tidak berhasil,
namun para pihak tetap diwajibkan untuk melakukan upaya mediasi sesuai
dengan maksud PERMA No. 01 Tahun 2016, dengan dibantu oleh mediator dari
Pengadilan Agama Sungailiat, yaitu Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. berdasarkan
penunjukan dari Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator tanggal 07 Mei
2018 dinyatakan bahwa tidak diperoleh kesepakatan damai di antara para pihak
dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan, karena itu dapat disimpulkan
bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan lanjutan majelis tetap
berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh
Ketua Majelis dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat telah terjadi proses jawab-menjawab, replik dan duplik secara lisan di
persidangan tanggal 22 Mei 2018, yang secara lengkap tercantum dalam berita
acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P dan 3 (tiga) orang
saksi, sedangkan Tergugat hanya menghadirkan 1 (satu) orang pihak keluarga
untuk diambil keterangannya;
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Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan dalam tahap pembacaan
hasil musyawarah Majelis Hakim, majelis tetap berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang
sakinah, mawaddah wa rahmah. Alhasil, akhirnya Penggugat bersedia rukun
kembali dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut
perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor
0234/Pdt.G/2018/PA.Sglt. tanggal 19 Maret 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut
perkaranya tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan yang pada
pokoknya setuju dan tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk
mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan lanjutan, Majelis Hakim telah
berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali
membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh sebab itu,
Majelis Hakim telah melaksanakan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan permohonannya di
persidangan tanggal 24 Juli 2018 untuk mencabut gugatannya perkara Nomor
0234/Pdt.G/2018/PA.Sglt. setelah perkara tersebut melewati proses jawab-
menjawab. Terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa
permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan setelah
mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah menyatakan

persetujuannya atas keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya. Oleh
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karena itu, berdasarkan hal ini maka majelis menyatakan permohonan
pencabutan perkara dari Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara, kepada
Panitera Pengadilan Agama Sungailiat diperintahkan untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena
perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
0234/Pdt.G/2018/PA.Sglt. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sungailiat yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24
Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh
kami Drs. M. Idris Wahidin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono,
S.Ad., S.E. dan Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim
Anggota dan dibantu oleh Dessy Widya, S.H., M.H. sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;
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Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd ttd
Syamsuhartono, S.Ag., S.E. Drs. M. Idris Wahidin, M.H.
ttd

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.
Panitera Pengganti,

td

Dessy Widya, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :
1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi :Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai :Rp. _ 6.000.-
Jumlah : Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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